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1. Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami
dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah
penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial.
Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan
turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami
korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah
persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan
agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin
korban dalam usaha pemulihannya.
2. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan
adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan
Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan





Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan
merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di
dalam Buku II KUHP Pasal 285.
b. Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial
Korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan
psiko-sosial karena korban perkosaan adalah korban tindak pidana yang
berhak dipulihkan ke dalam keadaan semula.
B. Saran
1. Bagi pemerintah selaku perancang peraturan perundang-undangan (legislator)
: Pemerintah selaku legislator perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 karena belum sepenuhnya melindungi dan menjamin
kepentingan korban khususnya korban perkosaan. Diharapkan ke depan ada
suatu peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya melindungi dan
menjamin kepentingan korban perkosaan baik sebelum persidangan, selama
persidangan, dan sesudah persidangan.
2. Bagi aparat penegak hukum : Korban perkosaan tidak lagi dirumitkan oleh





3. Bagi masyarakat : Masyarakat lebih menjaga keluarganya serta
kerabat-kerabat terdekat khususnya yang wanita agar terhindar dari kejahatan
perkosan dan bersama-sama membantu korban perkosaan agar terlepas dari
penderitaannya.
4. Bagi korban perkosaan : Korban perkosaan diharapkan tidak takut dan malu
untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum, LPSK, Lembaga
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